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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA PLATFORM JUDI 

ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG INFORMASI DAN TRAKSASI ELEKTRONIK (ITE) 

 

DIKI AKBAR 

 

Judi online merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di lingkungan masyarakat 

sekarang ini. Hal ini disebabkan era globalisasi yang memungkinkan semua kegiatan 

manusia dapat dilakukan secara online, termasuk sistem keuangan modern. Namun 

tidak semua kelebihan internet ini digunakan secara positif, banyak juga digunakan 

secara negatif termasuk praktik judi online. Judi online aktivitas taruhan atau 

permainan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam judi 

online, pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk mendapatkan 

keuntungan. Judi online memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem 

perekenomian di Indonesia. Dikarenakan judi online ini akan berpengaruh terhadap 

aliran dana ekonomi nasional sehingga dapat menyebabkan inflasi mata uang rupiah 

bahkan dapat membuat perekonomian Indonesia terpuruk bahkan bangkrut. 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah  bentuk 

pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia platform judi online yang ada di 

Indonesia (2) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menegakkan 

pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia platform judi online. Metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyedia flatform judi online berupa 

implementasi beberapa Undang-Undang, Salah satunya yang paling tegas adalah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam 

mengimplementasikan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terkait judi online. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyedia Platform, Judi Online, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024. 
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLING PLATFORM PROVIDERS 

BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2024 REGARDING ABOUT INFORMATION 

AND ELECTRONIC TRANSACTION (ITE) 

 

DIKI AKBAR 

 

Online gambling is a widespread phenomenon in today's society. This is due to the 

era of globalization that allows all human activities to be carried out online, 

including the modern financial system. However, not all of the advantages of the 

internet are used positively, many are also used negatively, including online 

gambling practices. Online gambling is a betting or game activity that is carried out 

online via the internet or application. In online gambling, players bet money or other 

values to make a profit. Online gambling has a very large impact on the economic 

system in Indonesia. Because online gambling will affect the flow of national 

economic funds so that it can cause inflation of the rupiah currency and can even 

make the Indonesian economy slump or even go bankrupt. The problems studied in 

this study are: (1) What is the form of criminal liability for online gambling platform 

providers in Indonesia (2) How is the implementation of Law Number 1 of 2024 

concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in enforcing criminal 

liability for online gambling platform providers. The research method that will be 

used in this study is a qualitative method with a normative legal approach. The 

results of the study show that Criminal Liability for online gambling platform 

providers is in the form of implementing several laws, one of the strictest of which is 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Based on this study, it is recommended that the government be stricter in 

implementing violations of  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik related to online gambling. 

 

KeyWords : Criminal Liability, Platform Providers, Online Gambling, Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan 

signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk modus dan 

tindak pidana. Salah satu kejahatan yang semakin marak di era digital ini adalah judi 

online. Yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melaikan melalui platform 

digital seperti situs web, aplikasi, dan media social. 

Meskipum praktik perjudian secara tegas dalam system hukum di Indonesia, 

kenyataan nya aktifitas judi online masih terus berkembang, bahkan menjangkau 

masyarakat yang luas termasuk generasi muda. Aktifitas ini sering kali difasilitasi 

oleh penyedia platform digital yang memungkinkan berlangsung nya transaksi dan 

permainan judi secara daring. Para penyedia platform ini, baik indivu maupun 

korporasi, berperan penting dalam mendukung ekosistem judi online, meskipun 

terkadang keberadaan mereka sulit dilacak atau berada diluar yuridiksi hukum 

Indonesia. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan kejahatan digital, pemerintah 

telah memberlakukan undang undang nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua 

atas undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang traksaksi elektronik (ITE). 

Undang undang ini mengkuat dasar hukum dalam memindak pelaku tindak pidana 



2 
 

 

 

memanfaatkan sistem elektronik, termasuk penyebaran dan fasilitas kontem illegal 

seperti perjudian. Namun, meskipun memilik landasan hukum pertanggungjawaban 

jawaban pidana penyedia platform judi online masih menghadapi kendala, baik dari 

segi pembuktian, teknik penyelidikan, hingga aspek yuridiksi internasional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut 

mengenai bagaimana ketentuan pertanggung jawaban pidana bagi penyedia platform 

judi online menurut undang undang ITE serta kendala kendala yang dihadapi dalam 

penegakkan hukum agar dapat dirumuskan solusi hukum yang efektif dalam 

memperkenalkan kejahatan ini di era digital. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI), 

perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang menggunakan uang sebagai 

taruhan.
1
 Berjudi adalah kegiatan yang melibatkan taruhan sejumlah uang atau aset 

dalam permainan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan
 2

 

dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah uang atau aset yang lebih besar daripada 

modal yang diinvestasikan. Perjudian adalah suatu bentuk permainan di mana peserta 

memasang taruhan pada salah satu dari beberapa opsi, di mana hanya satu opsi yang 

dianggap benar dan dapat menghasilkan kemenangan.
3
 Pemain yang kalah taruhan 

harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Aturan permainan dan besaran 

                                                           
1
 Adelina Sitanggang et al., “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online,” 

Mediation: Journal of Law 2, no. 4 (2023): 16–22.  

2
 Lanka Amar, Peranan Orang Tua Dalam Proses PersidanganTindak Pidana PErjudian Yang 

Dilakukan Oleh Anak, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 2 

3
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta,2014, hlm 56 



3 
 

 

 

taruhan ditetapkan sebelum permainan dimulai. Dalam semua bentuk judi online, 

pemain diwajibkan untuk melakukan deposit terlebih dahulu agar dapat mulai berjudi, 

yang berarti harus mentransfer sejumlah uang ke situs judi tersebut.
4
 

Dalam beberapa tahun terakhir, industri permainan elektronik atau game 

online mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Fenomena ini menggambarkan 

bagaimana internet, meskipun menawarkan kemudahan dan mendorong inovasi, juga 

menghadirkan tantangan dan risiko baru yang harus diatasi dalam pengelolaannya.
5
. 

Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan game online yang terlihat adalah 

meningkatnya situs-situs permainan berupa judi online di internet. Judi online ini 

merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia.
6
 

Dilihat dari penjabaran diatas, diketahui bahwa judi online memiliki dampak 

yang sangat besar terhadap sistem perekenomian di Indonesia. Dikarenakan judi 

online ini akan berpengaruh terhadap aliran dana ekonomi nasional sehingga dapat 

menyebabkan inflasi mata uang rupiah bahkan dapat membuat perekonomian 

Indonesia terpuruk bahkan bangkrut. Oleh karena itu pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Yang diubah Menjadi Undang Undang nomor 1 tahun 2024 

tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) karena Lebih Mengikuti 

                                                           
4
Yusril Wira Budi Ariyanto dan Bisma Harun Ibrahim, “Penegakan Hukum Kasus Judi 

Online Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2985, no. 9 (2024): 306–310. Diakses pada 

29 Oktober 2024 
5
 Ernita Kudadiri, Andi Najemi, dan Erwin Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Perjudian Online,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 1 (2023): hlm 1–15. 

Diakses pada 29 Oktober 2024 
6
 Syafrida et al., “Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online,” Jurnal 

Sosial dan Budaya Syar-i 10, no. 5 (2023): 1631–1640, . Diakses pada 29 Oktober 2024 
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perkembangan zaman mengenai Judi online yang terus berkembang di masyarakat 

oleh karena itu sangat diperlukan karena mengatur regulasi transaksi elektronik yang 

merupakan sarana judi online. Hal ini yang memunculkan pertanyaan tentang 

bagaimana pertanggungjawaban pidana para penyedia platform judi online 

berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang Transaksi Elektronik. Oleh 

sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas topik 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEDIA PLATFORM JUDI ONLINE 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)” 

. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 

1 Bagaimanakah  bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyedia 

platform yang memfasilitasi judi online berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE)? 

2 Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap penyedia platform 

yang memfasilitasi judi online  dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia? 
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C. Ruang Lingkup 

  Penelitian ini difokuskan pada aspek hukum pidana terkait 

pertanggungjawaban penyedia platform judi online, khususnya dalam penerapan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE). Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas isu-isu lain yang terkait dengan 

permasalahan dalam penanganan kasus ini. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pertanggung 

jawaban pidana terhadap penyedia platform judi online 

berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi 

elektronik (ITE). 

b. Mengetahui dan menjelaskan kendala yang di hadapi oleh 

aparat penegak hukum terhadap penyedia platform judi online 

di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari: 
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a. Secara Teoritis 

Penelilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pustaka penelitian selanjutnya dan dasar pengembangan 

wawasan pengetahuan Pertanggung jawaban Pidana Penyedia 

Platfrom judi online 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan  atau 

dasar pemikiran dalam pelaksaaan praktik bagi aparat penegak 

hukum dan Dan Edukasi bagi Masyarakat Dengan adanya 

kajian yang mendalam tentang  menegakkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi 

elektronik (ITE). 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang menggambarkan keterkaitan 

antara berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian atau topik yang sedang 

diulas dalam sebuah karya ilmiah
 7

. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk 

menjelaskan makna yang tepat dari setiap konsep yang akan dianalisis, sehingga 

dapat menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam pemahaman istilah-istilah yang 

                                                           
7
 Soekidjo Notoadmojo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Cetakan Pertama, PT Rineke 

Cipta, Jakarta, hlm 22. 
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digunakan
8
. Penjelasan ini membantu memberikan arah yang jelas bagi pembaca dan 

peneliti dalam memahami struktur dan ruang lingkup dari Penelitian yang dilakukan 

mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Pertanggung Jawaban Pidana 

Didefinisikan sebagai lanjutan dari kritik yang bersifat objektif 

terhadap tindakan pidana, yang secara subjektif memenuhi kriteria 

untuk dikenakan sanksi hukum akibat tindakan tersebut.
9
 

2. Penyedia Flatform 

Didefinisikan Pelaku bisnis yang menawarkan barang atau layanan 

berdasarkan perjanjian, termasuk penyedia barang, pekerjaan 

konstruksi, jasa konsultasi, serta berbagai jenis jasa lainnya.
10

Platform 

adalah struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk 

mengembangkan, mengintegrasikan, atau menjalankan aplikasi, 

layanan, atau teknologi. Platform biasanya mendukung berbagai 

bahasa pemrograman, mesin, dan layanan web.Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rencana kerja atau  program
11

 

3. Judi online 

                                                           
8
 C Pramono, “Hubungan Antara Financial Performance Dan Financial Risk Pada Sektor 

Perbankan Indonesia,” Jurnal Abdi Ilmu 12, no. 1 (2019): hlm 125. 
9
 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 33. 
10

https://www.kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com/2022/02/ketentua-

terhadappenyedia.html#:~:text=Penyedia%20adalah%20Pelaku%20Usaha%20yang,Jasa%20Konsulta

nsi;%20maupun%20Jasa%20Lainnya. Diakses pada 5 November 2024 Pukul 15.35 WIB. 
11

 Hukum Pidana, Bidang Teknologi Informasi, dan Aswaja Pressindo, “Widodo, 2013, 

Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1–16.  

file:///C:/Users/rizki/OneDrive/Documents/PROPOSAL%20SKRIPSI%20MAMAT/DIKI/Diki%20Akbar_502021271_proposal%20revisian%20....docx%23:~:text=Penyedia%2520adalah%2520Pelaku%2520Usaha%2520yang,Jasa%2520Konsultansi;%2520maupun%2520Jasa%2520Lainnya
file:///C:/Users/rizki/OneDrive/Documents/PROPOSAL%20SKRIPSI%20MAMAT/DIKI/Diki%20Akbar_502021271_proposal%20revisian%20....docx%23:~:text=Penyedia%2520adalah%2520Pelaku%2520Usaha%2520yang,Jasa%2520Konsultansi;%2520maupun%2520Jasa%2520Lainnya
file:///C:/Users/rizki/OneDrive/Documents/PROPOSAL%20SKRIPSI%20MAMAT/DIKI/Diki%20Akbar_502021271_proposal%20revisian%20....docx%23:~:text=Penyedia%2520adalah%2520Pelaku%2520Usaha%2520yang,Jasa%2520Konsultansi;%2520maupun%2520Jasa%2520Lainnya
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Didefinikan sebagai aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan 

secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam judi online, pemain 

mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk mendapatkan 

keuntungan.
12

 

 

4. Undang Undang ITE 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek hukum terkait informasi 

dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Salah satu fokus utama 

UU ITE adalah perjudian online, yang dianggap sebagai tindak 

pidana.Dalam Pasal 27 ayat (2), UU ITE secara tegas melarang segala 

bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum, 

baik berupa hukuman penjara maupun denda. UU ITE bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, seperti 

kerugian finansial dan masalah sosial. Selain itu, undang-undang ini 

juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam 

transaksi elektronik
13

.  

                                                           
12

 Willius Kogoya, Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi, Penerbit Widina, vol. 3, 2015.  

13
 C Christianata, “Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Teknologi Informasi (2014): 69–77,    
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Dengan adanya UU ITE, penegakan hukum terhadap praktik 

perjudian online menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini diharapkan 

dapat mengurangi prevalensi perjudian di masyarakat dan menciptakan 

lingkungan digital yang lebih aman. UU ITE juga memberikan 

perlindungan bagi pengguna internet dari konten yang merugikan, 

termasuk perjudian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE 

melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan kementerian 

terkait. Sanksi yang dikenakan tidak hanya untuk penyelenggara 

perjudian, tetapi juga bagi pengguna yang terlibat. Dengan demikian, 

UU ITE berperan penting dalam menciptakan ekosistem digital yang 

sehat dan bertanggung jawab.
14

 

Penerapan UU ITE diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya perjudian online. Selain itu, undang-

undang ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam memerangi praktik perjudian. Secara keseluruhan, 

UU ITE merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi 

aktivitas perjudian di dunia maya, demi kepentingan dan keselamatan 

publik.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024. 

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 

                                                           
14

 Reza Ditya Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan 

Solusi,” Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community 1, no. 1 (2023): 34–52. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang 

perjudian di Indonesia, termasuk perjudian online. Undang-undang ini 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, 

seperti kerugian finansial dan masalah sosial. Dalam undang-undang 

ini, perjudian dilarang keras dan pelanggar dapat dikenakan sanksi 

pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang 

signifikan. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian diatur secara 

jelas, melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Undang Undang ini 

juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai bahaya 

perjudian. Selain itu, undang-undang ini mendorong kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat untuk memerangi perjudian.
15

 

Dengan adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024, 

diharapkan prevalensi perjudian dapat berkurang dan tercipta 

lingkungan yang lebih aman. Secara keseluruhan, undang-undang ini 

merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas 

perjudian demi kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2024 adalah regulasi yang secara khusus mengatur tentang perjudian, 

termasuk perjudian online, di Indonesia.  

                                                           
15

 Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 

concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 concerning ITE” 13, no. 1 (2024): 1–12. 
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Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi 

masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, 

seperti kerugian finansial dan masalah sosial yang lebih luas. Dalam 

undang-undang ini, segala bentuk perjudian dilarang keras, dan 

pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk 

hukuman penjara dan denda yang signifikan.  

Penegakan hukum terhadap praktik perjudian diatur dengan 

jelas, melibatkan berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan 

efektivitasnya. UU ini juga menekankan pentingnya edukasi 

masyarakat mengenai bahaya perjudian dan dampak negatifnya. Selain 

itu, undang-undang ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya memerangi perjudian secara lebih efektif.  

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan 

prevalensi perjudian dapat berkurang, menciptakan lingkungan yang 

lebih aman bagi masyarakat. Secara keseluruhan, undang-undang ini 

merupakan langkah strategis dalam mengatur dan mengawasi aktivitas 

perjudian demi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. 

Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian. 

Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2024 berperan penting dalam 

menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan bertanggung jawab di 

dunia digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mencakup 
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ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara perjudian 

yang melanggar. Selain itu, undang-undang ini memberikan 

wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan 

preventif dan represif terhadap praktik perjudian.
16

 

UU ini mengatur mekanisme pelaporan dan pengawasan yang 

lebih ketat terhadap aktivitas perjudian, baik yang dilakukan secara 

daring maupun luring. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan 

berperan aktif dalam melaporkan praktik perjudian yang 

mencurigakan. Pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan 

hukum juga ditekankan, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah 

dan warga dalam memerangi perjudian. Selain itu, undang-undang ini 

juga mengatur tentang perlindungan bagi korban perjudian, termasuk 

akses ke layanan rehabilitasi.  

Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya 

berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan 

pemulihan bagi individu yang terdampak. Hal ini menunjukkan 

pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu perjudian di 

Indonesia. Secara keseluruhan, undang-undang ini diharapkan dapat 

menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat 

tentang bahaya perjudian dan dampak negatifnya. 

                                                           
16

 Wido Rahmat Al-fattah Husain, “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan 

Perkembangan Aspek Legalitas” 4, no. 6 (2024): 1297–1304. 
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F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa 

studi terdahulu yang membahas Pertanggung jawaban pidana penyedia platform judi 

online. Berikut terdapat beberapa studi tersebut: 

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan 

No. Judul Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Penelitian 

1 Skripsi: Penegakan 

Hukum Terhadap 

Penyalahgunaan Aplikasi 

Yang Bermuatan 

Perjudian Online di 

Dunia Maya Oleh 

Polresta Surakarta 

 

Reza 

Hermanu 

Wibowo 

(Fakuktas 

Hukum, 

Universitas 

Surakarta) 

2020 Upaya Polres Surakarta 

dalam mengatasi atau 

memberantaspenyalahgunaan 

aplikasi yang berkaitan 

dengan perjudian online 

dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan. Pendekatan 

pertama adalah usaha 

pencegahan, yaitu upaya 

penanganan terhadap 

fenomena atau keadaan 

dengan cara mengidentifikasi 

tanda-tanda awal dan 

mencari sumber penyebab 

yang bersifat tersembunyi 

atau berpotensi. Pendekatan 

kedua adalah usaha 

pencegahan, yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Pendekatan 

ketiga adalah usaha 

penegakan hukum, yang 

dilakukan setelah terjadinya 

tindak pidana dengan 

melakukan penindakan dan 
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pemberantasan terhadap 

pelanggaran tersebut.
17

 

2. Tesis: Penegakan 

Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Judi 

Online Berdasarkan 

Teori Keadilan 

Bermartabat 

Budiarta 

(Fakultas 

Hukum, 

Universitas 

Islam 

Sumatera 

Utara) 

2024 Tindak pidana perjudian 

online merupakan sebuah 

tantangan yang kompleks 

dalam sistem penegakan 

hukum di Indonesia, oleh 

sebab sifatnya yang 

merugikan secara ekonomi 

dan sosial, termasuk hal 

initerjadi di kalangan pelajar 

dan mahasiswa. Oleh karena 

itu, penegakan hukum harus 

mempertimbangkan prinsip 

teori keadilan bermartabat 

yang mengacu pada landasan 

hukum yang ada seperti UU 

ITE dan KUHP yang dalam 

penegakannya harus tegas 

dan adil, dengan tetap 

memperhatikan hak asasi 

manusia milik pelaku dengan 

memberikan kesempatan 

untuk menjalani rehabilitasi 

dan penanganan kasus yang 

proporsional. Dibutuhkan 

kerjasama lintas sektor dan 

negara sertapeningkatan 

teknologi informasi yang 

semakin canggih di era 

digitalini. Dengan demikian, 

penegakan hukum dapat 

didasarkan pada keadilan 

bermartabat yang 

menghasilkan penegakan 

hukm yang efektif, adil, dan 

berkesinambungan.
18

 

                                                           
17

 Reza Hermanu Wibowo dan Muchamad Ikhsan, “Penegakan Hukum terhadap 

Penyalahgunaan Aplikasi yang Bermuatan Perjudian Online di Dunia Maya oleh Polresta Surakarta,” 

Prosiding University Research Colloquium, 2020, hlm 179–190. 
18

 Budiarta, “Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan,” 2024. Diakses Pada 29 

Oktober 2024. 
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3. Jurnal Hukum: 

Penegakan Hukum 

Perjudian Online di 

Indonesia: Tantangan 

Dan Solusi 

Reza Ditya 

Kesuma 

(Fakutas 

Hukum, 

Universitas 

Tulang 

Bawang) 

2023 Diperlukan  

pendekatan menyeluruh yang 

meliputi penguatan 

penegakan hukum, langkah-

langkah pencegahan, 

penyuluhan kepada 

masyarakat, serta partisipasi 

aktif dari berbagai elemen. 

Dengan strategi yang 

komprehensif ini, Indonesia 

dapat efektif menghadapi 

tantangan dalam 

memberantas fenomena 

perjudian online yang 

semakin meluas.
19

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di 

atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu: 

a. Pada penelitian pertama ini berjudul penegakan hukum terhadap 

penyalahgunaan aplikasi yang bermuatan perjudian online di dunia 

maya oleh polresta Surakarta lebih berfokus tentang Hukum agama  

b. Pada penelitian kedua yang berjudul penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana judi online berdasarkan teori keadilan 

bermartabat Ini lebih berfokus pada teori keadilan dan menekankan 

hukum kepada pelaku judi online. 

                                                           
19

 Reza Ditya Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan 

Solusi,” Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community 1, no. 1 (2023): hlm 34–52. 

Diakses Pada 29 Oktober 2024. 
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c. Pada penelitian ketiga yang berjudulpenegakan hukum perjudian 

online di Indonesia tantangan dan solusi berfokus kepada penegakan 

hukum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

Sedangkan pada penelitian milik saya berfokus pada bentuk pertanggung 

jawaban pidana terhadap penyedia platform judi online berdasarkan Undang-

undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan kendala yang di hadapi 

oleh penegak hukum terhadap penyedia platform judi online di Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif 

digunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian   

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum empiris 
20

 Pendekatan normatif  adalah pendekatan 

yang memandang suatu masalah dari segi legal formal atau normatif, yaitu 

memandang suatu masalah berdasarkan hukum halal-haramnya.
21

diterapkan 

pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistematika hukum tertulis 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi 

elektronik (ITE). 

                                                           
20

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 24.  

21
 D A Triningsih, “Berbagai Pendekatan Dalam Studi Islam: Normatif, Integratif, Dan 

Interdisipliner,” Netizen: Journal of Society and Bussiness 1, no. 1 (2023): 22–28,  
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2. Sumber Data   

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber 

dari bahan hukum yang terdiri dari:  

a. Bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, skripsi, artikel, jurnal 

ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional,  

c. Sumber data tersier yaitu abstrak, indeks, repositori dan data 

statistik 

3. Metode Pengumpulan Data   

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (library 

research). Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, 

pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang diambil dari berbagai 

sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang 

diteliti dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Analisa Data 

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan deskriptif. Teknik analisis kualitatif melibatkan hasil penelitian 

pustaka yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana penyedia 

Platform judi online. Sedangkan teknik analisis deskriptif pada dasarnya 
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analisis data sekunder sebagai sumber referensi. Penarikan kesimpulan pada 

penelitian  ini menggunakan penelitian deduktif yaitu melakukan analisis pada 

sumber data yang bersifat umum kemudian dirunut sumber data yang bersifat 

khusus, dan akhirnya ditarik kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang di jelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I: merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan 

tentang tinjauan umum mengenai pertanggung jawaban pidana, tinjauan 

umum mengenai pidana, tinjauan umum platform dan tinjauan umum 

mengenai Judi online. 

BAB III: merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan 

mengenai pertanggung jawaban pidana penyedia platform judi online menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. 

BAB IV: merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.
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